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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis di klinik di kecamatan Narmada serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban dokter dalam transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien di klinik di kecamatan Narmada. Penelitian ini menggunakan penelitian secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum pasien diberikan tindakan medis, haruslah ada kesepakatan yang dibuat oleh pihak dokter dengan pihak pasien, dan jika terjadi suatu kesalahan, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata maupun pertanggungjawaban pidana.
Kata kunci : kesepakatan dan tanggungjawab
THE CIVIL OF RESPONSIBILITY DOCTOR  IN THERAPEUTIC TRANSACTION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT IN CLINIC 
IN THE DISTRICT OF NARMADA
Abstact

This study aims to determine the therapeutic form of transaction that exists between doctor and patient in a medical act in clinic in the district of Narmada as well as to determine the form of accountability of doctors in therapeutic transaction that exists between doctor and patient in clinic in the district of Narmada. This study uses empirical research. Based on the research results can be deduced that before the patient is given a medical procedure, there must be an agreement made by the doctor and the patient, and if there is a mistake, the doctor may be held liable to civil or criminal liability.
Keywords: agreements and responsibilities
I. PENDAHULUAN
Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung juga oleh sarana maupun prasarana kesehatan yang semakin canggih.Perkembangan dunia kesehatan ini turut juga mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu turut juga mengalami perkembangan dan kemajuan.

Berbagai cara perawatan dibidang kesehatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, sehingga kemungkinan kesalahan yang dapat ditimbulkan dalam cara perawatan tersebut juga akan semakin besar. Pada saat sekarang ini sering bermunculan gugatan dari pasien yang merasa dirugikan akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada dasarnya, kesalahan atau kelalaian dari tindakan dokter dalam memberikan penanganan medis terhadap pasien tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan, selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian kepada pasien. Oleh sebab itu dalam memahami ada atau tidaknya kesalahan yang ditimbulkan, terlebih dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi. Disamping itu harus pula memperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik.

Didalam hubungan hukum yang didasari dengan kesepakatan antara pemberi layanan medis dengan penerima layanan medis, yaitu antara dokter dengan pasien, tidak hanya terbatas pada satu tempat seperti di rumah sakit, akan tetapi masih ada sarana pelayanan kesehatan lain yang menjadi tujuan dari pasien untuk mencari pelayanan medis, yaitu di klinik. Akan tetapi, tetap saja disana pula terdapat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis, sehingga membutuhkan pula pertanggung jawaban dokter apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan medisnya.

Di Kecamatan Narmada terdapat berbagai macam Klinik yang senantiasa melayani pasien yang membutuhkan pelayanan medis, yang secara tidak langsung didalam pelayanan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut, terdapat hubungan hukum yang didasari oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak Klinik terhadap pasien yang membutuhkan penanganan medis tersebut, terutama atas tindakan para tenaga kesehatanlah yang membutuhkan pertanggung jawaban.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis di klinik yang ada di Kecamatan Narmada? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien jika terjadi wanprestasi dalam transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien di klinik yang ada di Kecamatan Narmada ?. Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui mengenai transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis di klinik, khususnya hubungan hukum yang terjalin antara dokter dengan pasien di klinik yang ada di Kecamatan Narmada. b. untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban perdata dokter  terhadap transaksi terapeutik yang telah terjalin antara dokter dengan pasien dalam pemberian pelayanan medis yang dilakukan di klinik yang ada di Kecamatan Narmada.
Manfaat Penelitian : a. Manfaat Akademis : untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini diharapkan mampu juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkan penelitian yang sejenis ketahap yang lebih jauh. b. Manfaat Secara Teoritis : peneliti berharap agar hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran maupun pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata yang berkaitan dengan konsentrasi hukum kesehatan. c. Manfaat Secara Praktis : hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi mahasiswa atau para pihak yang melakukan penelitian sejenis, serta diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan tentang masalah hukum kesehatan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu adalah :  a. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer (interview) dan data sekunder (perundang-undangan). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
II. PEMBAHASAN

Hubungan yang terjalin antara dokter dengan pasien merupakan hubungan antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penerima pelayanan kesehatan, yang dimana pasien (secara sendiri maupun bersama keluarganya) tanpa paksaan secara langsung mendatangi dokter untuk meminta bantuan terhadap penyakit yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di klinik yang ada di Kecamatan Narmada, klinik-klinik tersebut hanya termasuk kedalam golongan Klinik Pratama, yaitu merupakan klinik yang termasuk kedalam klinik tahap pertama yang hanya merawat maupun menangani pasien yang hanya mengidap penyakit dasar. Jadi, dalam hal hubungan medis yang terjadi di klinik, tidak semua penyakit dapat secara langsung di tangani oleh pihak klinik, karena kurangnya alat-alat penunjang maupun kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh  klinik.

Oleh karena itu, mengingat dengan hanya terbatasnya jumlah pasien maupun penyakit yang bisa ditangani oleh pihak klinik, maka jumlah kesalahan yang ditimbulkan dari pihak klinik pun tidak termasuk kedalam kesalahan yang termasuk kedalam tindakan yang sangat membahayakan.. Akan tetapi jika memang terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan yang dirasa menimbulkan kerugian pada pasien, baik yang dilakukan oleh dokter maupun perawat, maka sanksi juga dapat diberikan yang dapat berupa teguran, mengganti kerugian yang dialami oleh pihak pasien maupun klinik, sanksi pemberhentian, hingga sanksi pidana.

Sebelum tenaga kesehatan memberikan pelayanan medis kepada pasien, dibuat suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan pihak penerima pelayanan kesehatan, yang berisikan bahwa pihak pasien (pasien/ keluarganya) memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan keahlian serta keterampilan yang dimilki oleh dokter tersebut, yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik.

Bentuk transaksi terapeutik yang dilakukan oleh pihak klinik dengan pihak pasien yaitu setelah dilakukannya pemeriksaan oleh dokter tentang penyakit yang dialami oleh pasien maupun setelah diberikannya penjelasan dari pihak pasien (pasien/keluarganya) tentang penyakit pasien tersebut, langkah selanjutnya yaitu berupa pihak klinik memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang cara perawatan yang akan dilakukan terkait dengan jenis penyakit pasien, kemudian pihak pasien diharuskan untuk mengisi formulir yag telah disiapkan oleh pihak klinik. Formulir tersebut berisikan tentang identitas dari pasien dan pernyataan apakah pihak pasien setuju atau tidak setuju atas tindakan medis yang akan diberikan pihak klinik kepada pasien tersebut, dan harus di sahkan dengan tanda tangan dari pihak pasien.


Didalam hubungan antara pihak klinik sebagai penyedia pelayanan kesehatan dengan pihak pasien sebagai pencari pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan medis harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan cara pemberian persetujuan dari pihak pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien tersebut dengan mengisi lembar surat persetujuan yang telah disiapkan oleh pihak klinik.

Berdasarkan transaksi terapeutik tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberi pelayanan kesehatan belum dapat dilakukan kepada seorang pasien sebelum ada persetujuan untuk melakukan tindakan medis dari keluarga maupun pasien itu sendiri. Pemberian persetujuan untuk melakukan tindakan medis tersebut di dunia kesehatan dikenal dengan istilah Informed consent. Informed consent terdiri dari dua kata, yaitu “Informed” yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan“consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi “Informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi. Dengan demikian Informed consent dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan/atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya.


Bertitik tolak dari transaksi terapeutik, yang menyatakan bahwa antara dokter dengan pasien memiliki kedudukan yang sama atau sejajar dimata hukum, tidaklah mengherankan jika banyaknya pengajuan gugatan maupun tuntutan oleh pasien terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Gugatan untuk meminta pertanggung jawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum, yakni pertama berdasarkan wanprestasi (contractual liability) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata, dan yang kedua berdasarkan perbuatan melanggar hukum (onrechmatigedaad) sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata. 

Adanya kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, memungkinkan pasien sebagai pihak yang dirugikan menuntut pemberian ganti rugi. Adapun ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemberian ganti rugi sebagai akibat dari terjadinya suatu wanprestasi terdapat dalam bagian keempat Bab I Buku III KUHPerdata, namun sebelum itu perlu diperhatikan Pasal 1266 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pada ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”


Dari penjelasan pasal di atas, dapat dinyatakan bahwa permintaan pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut seperti dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan lain, melainkan juga kepada seseorang atau lembaga yang berada di atasnya, maupun seorang/lembaga yang berada dibawah pengawasannya.


Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum bisa diajukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun diantara para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus terpenuhinya empat syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Ketentuan mengenai pertanggung jawaban perdata dalam Pasal 1365 KUHPerdata ini adalah pertanggung jawaban yang berdasarkan kepada kesalahan (liability based on fault). 

Berbeda dengan pertanggung jawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu contractual liability didasarkan pada transaksi terapeutik, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tak harus didasarkan pada transaksi terapeutik, sehingga dapat ditujukan tidak hanya kepada dokter, tetapi juga dapat ditujukan kepada tenaga kesehatan lain yang membantu dokter tersebut, yang tidak merupakan pihak yang terdapat dalam transaksi terapeutik.

III. PENUTUP
KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien dalam melakukan tindakan medis di klinik di Kecamatan Narmada yaitu adalah dengan dibuatnya suatu kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan pihak penerima pelayanan kesehatan, yang berisikan bahwa pihak pasien (pasien/ keluarganya) memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan keahlian serta keterampilan yang dimilki oleh dokter tersebut. 2. Pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien jika terjadi wanprestasi dalam transaksi terapeutik yang terjalin antara dokter dengan pasien di klinik di Kecamatan Narmada yaitu dapat berupa mengganti setiap kerugian yang diderita oleh pasien karena kesalahan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tersebut.
SARAN
Bertitik tolak dari problematika atau permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka saran yang dapat diberikan adalah : 1. Dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien, yaitu perawatan yang itensif, manusiawi, dan bermutu sesuai dengan standar profesi. 2. Dokter harus lebih berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut pelayanan terhadap pasien sebagaikonsumen jasa pelayanan medis, agar resiko kelalaian dapat terhindari. 3. Tenaga kesehatan diharapkan dapat menjalankan kewajiban profesinya sesuai dengan standar profesi dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum lain sesuai dengan apa yang telah digariskan dibidang pelayanan kesehatan. 4. Klinik-klinik yang ada di Kecamatan Narmada harus memperbaiki dan melengkapi sarana maupun prasarana pelayanan medis, agar pasien yang mencari pelayanan medis ke klinik dapat segera di tangani, terkait dengan pemberian pertolongan pertama. 5. Klinik-klinik yang ada di Kecamatan Narmada diharapkan dapat memberikan pelayanan medis semaksimal mungkin kepada pasien, mengingat belum tersedianya rumah sakit di Kecamatan Narmada yang secara langsung dapat memberikan pelayanan medis terhadap pasien dalam keadaan darurat (emergency).
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